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ABSTRACT
St. Muthmainnah. G, E131 10 105, “The United States of America’s 
Strategy to Overcome Movies Piracy in Indonesia”, under the guidance of 
Muhammad Nasir Badu, Ph.D as Advisor I and Muh. Ashry Sallatu, S.IP, 
M.Si as Advisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.
This research aims to identify the strategy drawn by The United States of America 
to overcome movies piracy in Indonesia. Besides that, the research is also aimed 
at finding the repulsion and limitation of The United States of America to 
overcome the movies piracy in Indonesia. The research method is using 
descriptive analitic. Data collecting were obtained through primary data obtained  
through interviews with some respondents and secondary data in forms of books, 
joutnals, documents, and other valid sources. All the data were analyzed 
qualitatively. 
The result of this study shows that The United States of America pursuing 
strategy through multitrack diplomacy and also pressuring Indonesian government 
by annual report of the United States of America’s trade agency, named USTR 
special 301 to immidiately reduce the level of piracy of Intellectual Property 
Rights products especially the Hollywood movies product that often happens in 
Indoneisa. The implementation of the strategy shows that there are variety of 
factors such as repulsion and limitation. The repulsion factor of The United States 
of America’s strategy derived from the losses due to the movies piracy as well as 
the Law of Intellectual Property Rights (IPR Law) which became the basis of the 
strategy and how it is implemented. As for the limitation factors derived from the 
Indonesian Government who has not effectively enforce the Law, including 
combating the piracy links, lack of coordination among agencies, and also law 
enforcement dilemma.
Keywords : The United States of America, Indonesia, Industry, Multitrack 
Diplomacy
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ABSTRAK
St. Muthmainnah. G, E131 10 105, dengan judul skripsi “Strategi 
Amerika Serikat dalam Mengatasi Pembajakan Film Di Indonesia” di bawah
bimbingan Muhammad Nasir Badu, Ph.D selaku pembimbing I dan Muh. 
Ashry Sallatu, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari Amerika Serikat dalam
mengatasi pembajakan film di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat strategi Amerika 
Serikat dalam mengatasi pembajakan film di Indonesia. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskrptif analitik.Teknik pengupulan data diperoleh melalui 
data primer berupa hasil wawancara melalui beberapa responden dan data 
sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, dan berbagai sumber valid.Seluruh data 
dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat melakukan strategi
melalui diplomasi multitrack sertamenekan pihak Indonesia melalui laporan 
tahunan badan dagang Amerika Serikat, yaitu USTR special 301 untuk segera
mengurangi tingkat pembajakan produk HaKI khususnya produk film Hollywood 
yang marak terjadi di Indonesia. Pada pelaksanaan strategi tersebut, terdapat 
beberapa faktor pendorong serta faktor penghambat. Faktor pendorong strategi 
Amerika Serikat berasal dari kerugian akibat pembajakan film serta adanya 
Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (UU HaKI) yang menjadi
landasan munculnya serta berjalannya strategi tersebut. Sedangkan untuk faktor 
penghambat berasal dari pemerintah Indonesia yang belum mampu menegakkan 
hukum secara efektif, diantaranya memberantas jaringan pembajak, lemahnya
koordinasi antar lembaga, serta adanya dilema penegakan hukum.
Kata Kunci : AmerikaSerikat, Indonesia, Industri, Diplomasi Multitrack.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang 
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Salah satu bentuk 
peningkatan pertumbuhan ekonomi berasal dari kerjasama suatu negara 
dengan negara lain (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Saat ini 
negara-negara di dunia sedang berkompetisi memajukan negaranya baik 
melalui persaingan ekonomi maupun melalui kebudayaan yang mereka miliki 
selain dari penemuan-penemuan teknologi mutakhir. 
Secara umum budaya menurut Taylor merupakan pemahaman perasaan 
suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 
hukum, adat-istiadat (kebiasaan), dan  pembawaan lainnya yang diperoleh dari 
anggota masyarakat. 1 Berdasarkan definisi tersebut budaya tidak hanya 
menjelaskan sebuah kebiasaan, Namun budaya juga meliputi seni yang 
merupakan bentuk ekspresi dalam karya. Pada  ilmu hubungan internasional, 
budaya dalam hal ini seni dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen 
diplomasi.
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memanfaatkan seni sebagai 
media untuk menyampaikan kepada masyarakat dunia tentang 
kebudayaannya. Salah satu seni yang paling banyak memberikan pengaruh 
bagi Amerika Serikat adalah film. Film Hollywood bukan hanya menjadi pusat 
                                                            
1 M. Munandar Soelaeman, 2007, Ilmu Budaya Dasar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.
2hiburan masyarakat, namun telah digunakan sebagai instrumen diplomasi oleh 
pemerintah Amerika Serikat baik itu dari segi propaganda pada era perang 
dunia pertama hingga alat pengalihan isu politik.2 Sebagai contoh pada film 
Zero Dark Thirty, film ini menyampaikan kekuatan Amerika Serikat dalam 
memerangi teroris dengan memburu dan berusaha menangkap Osama bin 
Laden, pemimpin Al-Qaeda.
Film menjadi salah satu bentuk soft power yang digunakan Amerika 
Serikat. Dalam hal ini kekuatan budaya, dimana semua orang menonton film 
Hollywood. Dapat dilihat bahwa untuk menjadi negara yang powerful, sebuah 
negara harus mempunyai soft power dan hard power. Adam Watson 
menjelaskan hal ini mengarah pada dua maksud yakni, negara harus bisa 
melakukan dsitribusi kekuatan dalam sebuah sistem tidak hanya kekuatan 
militer tetapi juga kekuatan finansial, serta dominasi terhadap ide atau asumsi 
seperti halnya ideologi, liberalisme ekonomi dan globalisasi. Modal ini yang 
digunakan untuk mempengaruhi kebijakan eksternal negara-negara lain dan 
kemudian menjadi pertimbangan atas dominasi Amerika Serikat saat ini.3
Industri film Amerika Serikat berasal dari industri film Hollywood yang 
berlokasi di Los Angeles, California. Beberapa rumah produksi film ternama 
berbasis di daerah tersebut. Industri ini merupakan kiblat sekaligus banyak 
memberikan pengaruh terhadap industri perfilman dunia. Karmitz 
                                                            
2 Dianita Hapsari, Peran Film Hollywood Sebagai Instrumen Diplomasi Pemerintah AS Dalam 
Kebijakan War On Terrorism Pada Era Kepemimpinan George W. Bush (2001-2008),
https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19020, diakses pada 
tanggal 19 Desember 2013.
3 Husnul, Respon Amerika Terhadap Kekuatan Baru China, http://husnulmurtadlo-
fisip11.web.unair.ac.id, diakses pada tanggal 19 Desember 2013.
3mengatakan, di balik aspek industrial, ada juga aspek ideologis. Gambar dan 
suara selalu bisa dipakai untuk melakukan propaganda. Pertempuran sejati 
yang berlangsung saat ini adalah memperebutkan siapa yang akan 
diperkenankan mengontrol citra dunia, yang dengan itu akan dapat menjual 
gaya hidup tertentu, budaya tertentu, produk-produk tertentu, dan gagasan-
gagasan tertentu.4 Amerika Serikat menjadikan film Hollywood tidak hanya 
sebagai komoditi yang dapat memberikan keuntungan, tetapi juga sebagai 
sarana penyebaran nilai-nilai serta memperkenalkan kebudayaan mereka 
kepada masyarakat Indonesia.
Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dalam 
bidang impor film. Bagi Amerika Serikat, Indonesia merupakan salah satu 
negara pasar konsumsi film terbesar. Namun sayangnya disaat yang 
bersamaan, Indonesia juga merupakan negara yang masuk dalam  kategori 
negara yang diawasi karena melakukan tindak pidana pembajakan. Indonesia 
merupakan anggota World Trade Organization (WTO) yang meratifikasi 
perjanjian internasional Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPs) dan masuk ke dalam  kategori yang dibuat oleh 
badan dagang Amerika Serikat dalam laporan tahunan special 301 sebagai 
salah satu negara yang memiliki tingkat pelanggaran Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI) yang tinggi di dunia. 
Peran HaKI tentu sangat berpengaruh dalam laju perekonomian dunia, 
sebab jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan 
                                                            
4 Joost Smiers, 2009, Art Under Pressure, Insist Press, Yogyakarta, hlm. 18.
4direproduksi secara ilegal, maka hal tersebut merupakan beban berat bagi 
pelaku perdagangan internasional. Amerika Serikat tidak ingin produk 
HaKInya begitu saja bebas diduplikasi, melihat hal tersebut Amerika Serikat 
membuat serangkaian strategi kepada negara-negara yang dianggap melanggar 
aturan sesuai dalam perjanjian internasional TRIPs. Pelanggaran HaKI berupa 
pembajakan (piracy), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang 
(counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (infringement) jelas merugikan 
secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama pemilik sah dari hak 
intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat 
juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HaKI.5
Dalam TRIPs dengan tegas disebutkan bahwa setiap negara yang telah ikut 
dalam organisasi perdagangan dunia maka mau tidak mau dan siap tidak siap, 
harus menghormati keberadaan HaKI.6 Amerika Serikat menggunakan TRIPs 
sebagai dasar aturan yang telah disepakati sebelumnya dalam isu HaKI pada 
perundingan  putaran Uruguay. Hal tersebut dilakukan terhadap negara-negara 
yang dianggap curang atau melanggar kesepakatan, terutama pada kasus 
pembajakan film.
Pada tahun 2004, Indonesia masuk ke dalam kategori Priority Watch List
(PWL) oleh United States Trade Representative (USTR) bersama Argentina, 
Brazil, Mesir, India, Filipina, Korea, Taiwan, Rusia, dan negara lainnya. 
Priority Watch List (PWL) adalah daftar negara dengan tingkat pelanggaran 
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) cukup berat yang ditetapkan oleh 
                                                            
5 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
6 ibid, hlm. 12.
5USTR, lembaga perwakilan dagang Amerika Serikat. Untuk pengkategorian di 
bawah tingkatan PWL disebut Watch List. Sedangkan untuk tingkatan lebih 
tinggi daripada PWL, yaitu Priority Foreign Country (PFC), merupakan daftar 
negara yang tingkat pelanggaran HaKInya sangat tinggi dan tidak dapat 
ditolerir, sehingga perlu mendapat sanksi perdagangan dari pihak Amerika 
Serikat. USTR memberikan pernyataannya mengenai pengklasifikasian 
tersebut dalam US Special 301 Report, Undang - Undang Perdagangan 
Amerika Serikat tahun 1974. 7
Setiap tahun USTR mengeluarkan laporan mengenai penilaian terhadap 
negara-negara yang dianggap berbuat curang. Sampai pada tahun 2009, 
Indonesia masih berada pada tingkat pengawasan kategori negara yang 
memiliki pelanggaran cukup berat. Jika tiap tahunnya tingkat pembajakan film 
Hollywood semakin bertambah, Amerika Serikat bisa menaikkan status 
pengawasan Indonesia dan memberikan sanksi sesuai dengan hak yang 
dimiliki Amerika Serikat yang tertuang dalam US Special 301. Dimana 
peraturan tersebut memperbolehkan Amerika Serikat mengambil tindakan 
balasan terhadap negara mitra dagang yang mereka nilai curang  karena 
mengabaikan perlindungan HaKI atau tidak membuka akses pasar yang adil 
bagi ekspor HaKI dari Amerika Serikat.8 Indonesia selaku negara yang masuk 
ke dalam kategori sebagai negara yang diawasi akibat tindakan pembajakan, 
merespon teguran tersebut untuk menghindari  sanksi sepihak yang mampu 
                                                            
7Widyasari, Indonesia Bakal Keluar dari Daftar PWL, http://www.jurnas.com, diakses pada 
tangaal 19 Desember 2013.
8Hira Jhamtani, 2005, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga, Insist Press, Yogyakarta, 
hlm.76.
6dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui laporan tahunannya. 
Namun, dalam hal ini Amerika Serikat juga tidak ingin begitu saja menutup 
ekspor film Hollywood ke Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan 
salah satu negara dengan penikmat film Hollywood terbesar di Asia Tenggara. 
Mengenai hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyusun strategi, agar 
Indonesia mampu membeli produk HaKI asli Amerika Serikat, termasuk film. 
Maka dari itu penelitian ini diformulasikan ke dalam judul “Strategi Amerika 
Serikat Dalam Mengatasi Pembajakan Film di Indonesia”.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Mengingat dalam judul ini yang sudah dikemukakan diatas 
mencakup berbagai aspek dengan kompleksitas masalah. Maka dalam 
hal ini, penulis perlu membatasi beberapa aspek, seperti batasan waktu 
penelitian hanya berkisar pada tahun 2004 – 2010. Pada tahun tersebut 
status Indonesia terjadi fluktuatif akibat pembajakan dalam laporan US
Special 301. Penulis juga membatasi film yang diteliti, dimana film 
tersebut berasal dari 3 perusahaan film terbesar dan ternama di Amerika 
Serikat, yaitu Sony Pictures Corporation, Warner Bros. Entertaniment Inc., 
dan The Walt Disney Studios. 
Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup 
masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana strategi Amerika Serikat dalam mengatasi 
pembajakan film di Indonesia ?
7b. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat strategi Amerika 
Serikat dalam mengatasi pembajakan film di Indonesia ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui strategi Amerika Serikat dalam mengatasi 
pembajakan film di Indonesia
b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat 
strategi Amerika Serikat dalam mengatasi pembajakan film di 
Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
a. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan hak kekayaan intelektual 
khususnya mengenai masalah pelanggaran hak cipta dan 
pengaruhnya terhadap hubungan kedua negara.
b. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan 
kajian lebih lanjut dalam studi hubungan internasional 
bagi peneliti, serta dapat memberikan masukan bagi 
pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta.
D. Kerangka Konseptual
8Pada tataran ini, permasalahan pembajakan film memberikan 
pengaruh yang cukup besar terhadap hubungan bilateral antara 
Indonesia dan Amerika Serikat yang kemudian berdampak pada sistem 
perdagangan kedua negara. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam 
hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih 
beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan 
dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini 
digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara sehingga dapat 
mencapai tujuan nasionalnya. Hubungan bilateral menurut Juwondono 
mengatakan :
Hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antara dua negara yang 
dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara 
untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan 
negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai 
tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral.9
Hubungan bilateral tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-
masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama. Adanya 
tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan 
kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga 
menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara. 
Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat 
beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, 
moralitas dan legalitas.10 Terkait pada permasalahan pembajakan film dimana 
                                                            
9 Juwondono, 1991, Hubugan Bilateral: Definisi dan Teori, Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.
10 Daniel S. Papp, 1988, Contemporary International Relation: A Framework for Understanding 
Second Editions, MacMillan Publishing Company, New York, hlm 29.
9faktor ekonomi yang sangat berperan, kebijakan yang diambil oleh suatu 
negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai 
sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek 
ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama 
perdagangan suatu negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.
Pada upaya pencapaian tujuan nasional, negara melakukan diplomasi 
dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi merupakan seluruh 
kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam 
hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Diplomasi dapat bersifat 
bilateral maupun multilateral. Langkah pembuatan laporan Special 301 oleh 
Amerika Serikat dilakukan melalui strategi yang memanfaatkan diplomasi 
multitrack. Diplomasi tersebut merupakan diplomasi yang melibatkan banyak 
aktor. Pada sistemnya, kemitraan dan kolaborasi adalah kata kuncinya. Aktor 
dalam diplomasi ini meliputi government, professional conflict resolution, 
business, private citizen, research, trining, education, peace activism, 
religion, funding, media and public opinion terintegrasi dalam usaha-usaha 
pemerintah dalam memberikan pelayanan diplomasi.11
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian 
deskriptif analitik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan, 
mencatat, menganalisis dan menjabarkan mengenai kasus 
                                                            
11 Ranny Emilia, 2013, Praktek Diplomasi, Baduose Media, Jakarta, hlm. 86.
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pembajakan film serta strategi Amerika Serikat dalam mengatasi 
pembajakan film di Indonesia.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 
melakukan wawancara dan  mengumpulkan data yang diperoleh dari 
lembaga pemerintah, yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data wawancara dari 
pihak pedagang film bajakan yang berlokasi di Glodok, Jakarta Barat.
3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data 
primer yang diperoleh dari objek yang akan diteliti (responden) dan data 
sekunder yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.
4. Analisis Data
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa 
mengumpulkan data-data dari sumber jurnal, responden, buku-buku, 
dokumen,  ataupun hasil-hasil penulisan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.
5. Teknik Penulisan
Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah deduktif, 
dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum 
atau ide pokok paragraf untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara 
khusus.
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BAB III
PEMBAJAKAN FILM, INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY ALLIANCE (IIPA), DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 
TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS (TRIPs)
A. Pembajakan Film 
Industri hiburan merupakan salah satu industri dengan 
pertumbuhan yang cepat di Amerka Serikat selama beberapa dekade ini. 
Salah satu industri hiburan yang menarik perhatian masyarakat dunia 
adalah film. Film bagi Amerika Serikat adalah tidak hanya sebagai 
komoditi yang dapat memberikan keuntungan, tetapi juga sebagai sarana 
penyebaran nilai-nilai serta memperkenalkan kebudayaan mereka. Film 
menjadi sesuatu yang sengaja dikonstruk oleh Amerika Serikat untuk 
menyampaikan berbagai macam pesan baik yang hanya bersifat hiburan 
maupun yang mengandung unsur politis. 
Namun pada perjalanannya, pertumbuhan industri tersebut terlalu 
tinggi hingga akhirnya industri hiburan Amerika Serikat menghadapi 
berbagai permasalahan dalam pasar luar negeri, salah satunya adalah 
pembajakan. Luasnya perkembangan industri hiburan Amerika Serikat 
ternyata tidak dapat menghasilkan pengembalian yang nyata dalam dua 
kriteria perekonomian yaitu, kepuasan pelanggan dalam home market dan 
keberhasilan ekspor ke luar negeri.
21
Penjualan produk HaKI, termasuk film mampu memberikan 13,4% 
sumbangan keuntungan terhadap peningkatan ekonomi di Amerika 
Serikat.12 Pembuatan film merupakan bisnis besar bagi Amerika Serikat. 
Hollywood sebagai rumah industri perfilman Amerika Serikat terbesar 
memiliki berbagai keunggulan kompetitif diantaranya dapat menciptakan 
berbagai tingkat lapangan pekerjaan dan besarnya  ekspor film yang 
dilakukan. Namun jika posisi Amerika Serikat dalam perekonomian dunia 
menurun, industri film Hollywood dapat kehilangan berbagai keunggulan 
kompetitif yang telah dimiliki Amerika Serikat sampai sekarang.
Hasil ekspor film Hollywood ke seluruh dunia mampu memberikan 
Amerika Serikat US $14,3 milliar dalam setahun.13 Di Amerika Serikat 
pun, 8 perusahaan distribusi film mengendalikan 90% pasar film.14 Jika 
terjadi pembajakan, maka permintaan terhadap produk asli akan berkurang 
dan pendapatan pun akan ikut menurun. Pada pembajakan produk film, 
dalam laporan International Intellectual Property Alliance (IIPA) di tahun 
2005 perusahaan film Amerika Serikat kehilangan US $1,4 juta. 
Motion Pictures Association of America (MPAA) tidak merilis data 
klasifikasi melalui laporan IIPA mengenai kerugian akibat pembajakan 
film di Indonesia, melainkan hanya pembahasan kasus-kasus pembajakan 
film yang semakin marak terjadi serta pembahasan penyitaan bukti-bukti 
dari hasil pembajakan film Hollywood tersebut tiap tahunnya di Indonesia. 
Maka dari itu penulis mencoba menghitung berapa keuntungan dari hasil 
                                                            
12 Ibid, hlm.40.
13 The Movie & TV Industry, http://www.mpaa.org/, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.
14 Joost Smiers, 2009, Art Under Pressure, Insist Press, Yogyakarta, hlm. 47.
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pembajakan film serta kerugian yang didapatkan oleh 3 rumah produksi 
film Hollywood terbesar di Amerika Serikat akibat adanya pembajakan 
dalam kurun waktu 7 tahun sejak tahun 2004 - 2010, sebagai berikut :
Tabel 1
Harga Kaset Film/keping
Asli Bajakan
VCD Rp.50.000 Rp.5.000
DVD Rp.130.000 Rp.7.000
Sumber : Data diolah sendiri
Asumsi penjualan 1 judul film per hari = 100 keping DVD bajakan
Harga 1 keping DVD bajakan = Rp. 7.000,-
100 x Rp. 7.000,- = Rp. 700.000,- /hari
Rp.700.000,- x 12 bulan penjualan = Rp. 8.400.000,-
a. Rumah produksi Columbia Pictures (Sony pictures) memproduksi 
112 judul film dari tahun 2004 – 201015 :
Rp. 8.400.000,- x 112 judul film = Rp. 940.800.000,-
b. Rumah produksi Warner Bros. Entertainment Inc. memproduksi 226 
judul film dari tahun 2004 – 201016 :
Rp. 8.400.000,- x 226 judul film = Rp. 1.898.400.000,-
                                                            
15 Columbia Pictures Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0071509/, diakses pada 
tanggal 1 April 2014. 
16 Warner Bros Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0026840/, diakses pada tanggal 1
April 2014.
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c. Rumah produksi The Walt Disney Studios memproduksi 88 judul 
film dari tahun 2004 – 201017 :
Rp. 8.400.000,- x 88 judul film = Rp. 739.200.000,-
Total keuntungan pembajakan film Hollywood di Indonesia dengan 
asumsi penjualan 100 keping DVD bajakan per hari dari 3 rumah produksi 
film terbesar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 7 tahun (2004 – 2010) 
adalah sebanyak Rp. 3.578.400.000,-. Bisa dilihat bahwa menjual produk 
film bajakan menghasilkan omzet yang tidak sedikit.
Kemudian perbandingan keuntungan yang seharusnya diterima 
oleh 3 rumah produksi film terbesar di Amerika Serikat, sebagai berikut:
Asumsi penjualan 1 judul film perhari = 10 keping DVD asli
Harga 1 keping DVD asli = Rp. 130.000,-
10 x Rp. 130.000,- = Rp. 1.300.000,- /hari
Rp.1.300.000,- x 12 bulan penjualan = Rp. 15.600.000,-
a. Rumah produksi Columbia Pictures (Sony pictures) memproduksi 
112 judul film dari tahun 2004 – 201018 :
Rp. 15.600.000,- x 112 judul film = Rp. 1.747.200.000,-
b. Rumah produksi Warner Bros. Entertainment Inc. memproduksi 226 
judul film dari tahun 2004 – 201019 :
                                                            
17 Walt Disney Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0008970/, diakses pada tanggal 1 
April 2014.
18 Columbia Pictures Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0071509/, diakses pada 
tanggal 1 April 2014. 
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Rp. 15.600.000,- x 226 judul film = Rp. 3.525.600.000,-
c. Rumah produksi The Walt Disney Studios memproduksi 88 judul 
film dari tahun 2004 – 201020 :
Rp. 15.600.000,- x 88 judul film = Rp. 1.372.800.000,-
Sumber : Data diolah sendiri.
Total keuntungan yang bisa didapatkan oleh 3 rumah produksi film 
tersebut apabila tidak terjadi tindakan pembajakan film Hollywood di 
Indonesia adalah Rp. 6.645.600.000,- Hal tersebut menggunakan asumsi 
penjualan 10 keping DVD asli per hari dalam kurun waktu 7 tahun (2004 –
2010). Jika penjualan DVD asli lebih dari 10 keping per hari dan tanpa 
adanya pembajakan, maka keuntungan yang didapatkan mampu jauh lebih 
banyak.
Keuntungan yang diperoleh tersebut tidak hanya dinikmati oleh 
pihak rumah produksi film Hollywood di Amerika Serikat, tetapi juga 
keuntungan bagi pihak importir nasional serta toko yang menjual kaset 
VCD atau DVD asli di Indonesia. Tindakan pembajakan tersebut tidak 
hanya Amerika Serikat saja yang merasakan kerugian, tetapi Indonesia 
pun ikut mengalami kerugian. Untuk itu Amerika Serikat memberikan 
peringatan kepada Indonesia melalui laporannya agar mampu menekan
tingkat pembajakan, termasuk pembajakan film.
                                                                                                                                                                      
19 Warner Bros Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0026840/, diakses pada tanggal 1 
April 2014.
20 Walt Disney Movies Data, http://www.imdb.com/company/co0008970/?ref_=fn_al_co_4, 
diakses pada tanggal 1 Aril 2014.
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Secara umum pembajakan merupakan kegiatan memperbanyak 
produk secara ilegal atau tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta 
(intellectual ownership) dengan tujuan komersial. Para produsen dan 
konsumen produk bajakan lebih senang dengan produk terebut karena 
biaya produksi serta harga beli yang murah. Tidak heran apabila produk 
seperti itu lebih banyak diminati, khususnya di Indonesia. Berikut adalah 
jenis pembajakan produk di dunia yang juga menjadi bentuk pelanggaran 
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 21 :
a. Counterfeiting
Pemalsuan produk yang dibuat persis degan aslinya 
(menyalin 100%) yang bertujuan untuk mengelabui terhadap 
orang-orang yang tidak sadar bahwa produk tersebut palsu. 
Contohnya adalah pemalsuan uang. 
b. Piracy
Hampir sama dengan counterfeiting dengan perbedaan 
pada pembeli yang sadar bahwa produk yang dibeli adalah 
palsu karena ada perbedaan harga yang signifikan Contohnya 
adalah pembajakan film.
c. Imitation Brands
Pemalsuan dengan bentuk yang dibedakan sedikit dari 
produk aslinya, bisa bungkusnya, label, atau material yang 
                                                            
21 Anas Hidayat & Ian Phau, 2003, Pembajakan Produk: Dilema Budaya Antara Barat Dan 
Timur
Kajian Literatur Pada Sisi Permintaan, Vol. 2, hlm. 192.
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digunakannya. Contohnya adalah jam tangan Cimega untuk 
mengimitasi produk jam tangan Omega.
d. Grey Area
Pabrikan pemegang merek asli memproduksi dari yang 
seharusnya dibutuhkan tanpa dipasang label aslinya dan dijual 
secara ilegal. Contohnya adalah penjualan produk tanpa merek 
dari dari perusahaan pemegang merek tersebut, misalanya suku 
cadang motor Honda asli tanpa merek.
e. Custom-Made Coples 
Meniru produk aslinya dengan cara meminta tolong kepada 
pengrajin, biasanya mereknya tidak ada tetapi produknya bisa 
sama persis dengan aslinya karena menggunakan bahan yang 
berkualitas. Contohnya adalah meniru sepatu Adidas melalui 
tukang sepatu.
f. Shoft Lifting
Menyalin piranti lunak (software) tanpa izin, misalnya 
seseorang yang menyalin software dari temannya.
g. Commercial Piracy
Menyalin software dengan tujuan dijual kembali. 
Contohnya adalah seseorang membeli satu produk software 
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asli, kemudian disalin sebanyak mungkin  untuk dijual kepada 
pihak ketiga.
h. Corporate Piracy
Menyalin software untuk kepentingan kantor. Contohnya 
adalah sebuah kantor membeli satu produk software asli, 
kemudian diperbanyak untuk kepentingan kantor tersebut.
i. Garage Piracy
Menyalin software atau music dalam skala kecil melalui 
media internet. Contohnya adalah seseorang mengunduh lagu-
lagu di internet tanpa izin dengan cara merusak kata sandi 
(password).
HaKI meliputi hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta 
(copyright), merek dagang (trademarks), indikasi geografis (geographical 
indication), desain industri (industry design), hak paten (patent), rahasia 
dagang (trade secret). Tindakan membajak film merupakan bentuk 
pelanggaran HaKI dalam hak cipta.
Menurut Robintan Sulaiman, secara umum Undang-Undang membagi 
pelanggaran atas hak cipta sebagai pelanggaran langsung (direct) dan 
pelanggaran tidak langsung (indirect). Pelanggaran langsung dapat terjadi 
atas hasil karya cipta dan hak cipta lainnya, terhadap hasil karya (work)
pelanggaran dapat dikategorikan antara lain: 
1. Menyalin (copying), menduplikasikan secara lengkap 
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2. Menyebarluaskan (publishing) memasarkan hasil karya 
(menyebarkan pada masyarakat) 
3. Mempertunjukkan (performing) dalam skala yang besar (luas) 
4. Menyiarkan (broadcasting) dalam media massa cetak dan 
elektronik 
5. Mengadaptasikan setiap hasil karya ke dalam bentuk yang 
seolah-olah bentuk baru dari hasil adaptasi dimaksud 
Sementara terhadap hasil karya lainnya yang berkaitan dengan 
penyiaran atau pertunjukan (performing rights) dapat dikategorikan antara 
lain: 
1. Menyalin atau duplikasi atau memperbanyak. 
2. Mempertunjukkan dan memancarluaskan rekaman suara (sound 
recording), film, siaran TV.  
3. Mentransmit film dalam sistem kabel
Pelanggaran tidak langsung dapat terjadi atas impor barang yang 
dilindungi hak cipta tanpa seizin pemegang lisensi atas barang yang 
bersangkutan, termasuk menjual, menyewakan atau menyediakan barang 
tersebut sebagai objek perdagangan. 22
Indonesia tercatat masuk ke dalam kategori negara Priority Watch List 
(PWL) yang merupakan kategori dalam laporan tahunan USTR Special 
301 karena memiliki tingkat pembajakan yang cukup tinggi. Studi kasus 
                                                            
22 Suliaman Robintan, 1997, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 
277.
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pada penelitian ini fokus kepada tindakan pelanggaran hak cipta dalam 
pembajakan  bidang film impor Hollywood di Indonesia. 
Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi semakin lama 
semakin canggih. Kebutuhan akan hal tersebut pun semakin lama semakin 
meningkat, namun akses dalam pemenuhannya masih sangat terbatas. 
Begitu juga dengan kemajuan dalam industri perfilman. Seluruh rumah 
produksi film di dunia termasuk rumah produksi film Hollywood bersaing 
menghasilkan film yang lebih berkualitas dan menjual kecanggihan 
teknologi saat ini. Film-film tersebut berkompetisi di dunia pasar 
internasional. Walaupun dana yang dikeluarkan tiap satu rumah produksi 
tidak sedikit, tapi hal tersebut sebanding dengan hasil penjualan. 
Film tidak hanya sekadar film yang menjadi produk hiburan, tetapi 
film bisa menjadi sebuah alat propaganda atau alat untuk menyampaikan 
pesan, bahkan film juga mampu menjadi alasan kepentingan sosial politik. 
(Salah satu contoh film, Wag The Dog). Di Indonesia, film menjadi sarana 
hiburan yang paling diminati. Film impor yang paling banyak masuk ke 
Indonesia berasal dari Amerika Serikat, yaitu industri film Hollywood. 
Adanya film impor ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi 
Indonesia, melalui pajak atau bea masuk film yang diberikan kepada 
distributor film itu sendiri. Namun, banyaknya film impor yang masuk 
dibarengi dengan maraknya pembajakan film pula.
Seluruh film Hollywood baik yang ditayangkan di bioskop maupun 
yang tidak ditayangkan, telah dipasarkan kembali oleh pelaku pembajakan 
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film dengan harga murah. Pembeli dapat menemui film-film bajakan 
tersebut di pusat perbelanjaan seperti di pasar atau di mall dengan mudah. 
Sebelum diedarkan, film-film bajakan tersebut melewati beberapa 
tahap hingga sampai ke konsumen. Tahap memperoleh, tahap 
memproduksi, dan tahap mengedarkan. Banyak cara yang digunakan 
untuk memperoleh atau menghasikan film bajakan. Kualitas gambar yang 
dihasilkannya pun berbeda-beda tergantung pada peralatan apa yang 
digunakan. Berikut adalah cara pengambilan gambar film bajakan:
1. Kamera Video
Merekam film menggunakan kamera video saat 
berada di dalam bioskop. Seseorang membawa alat 
perekam secara diam-diam dan mengambil gambar dari 
awal hingga akhir pemutaran film tersebut. Alat ini 
menghasilkan kualitas gambar yang disebut CAM atau 
biasa juga disebut dengan rip bioskop. Kualitas gambar 
dari hasil tidak terlalu baik, sebab banyak gangguan 
yang tidak dapat dihindari saat merekam. Contohnya 
adalah ketika seseorang lewat di depan kamera atau 
terdengar suara penonton yang tertawa saat menonton 
adegan lucu pada film.
2. Kamera Video dan Jack Audio
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Merekam film di bioskop dengan menggunakan 
peralatan ini menghasilkan kualitas telesync (TS). Mirip 
dengan cara pengambilan gambar kualitas CAM, hanya 
saja cara ini menggunakan alat tambahan yang disebut 
jack audio. Fungsi dari alat ini untuk mengeliminasi 
suara penonton yang berada di bioskop.
3. Menyalin dari Pita Proyektor
Cara ini menggunakan sebuah mesin telesinema 
yang menyalin film secara digital dari pita film 
proyektor (reels). Kualitas gambar yang dihasilkan 
biasa disebut telecine (TC). Cara ini sudah jarang 
digunakan, karena perkembangan pada alat telesinema 
serta biaya pembuatan yang cukup mahal membuat tipe 
ini sudah jarang di pasaran.
4. Layanan Televisi Eksklusif
Merekam film yang diambil dari layanan televisi 
eksklusif yang menghasilkan kualitas gambar dengan 
sebutan PPVRIP atau pay per view rip.
5. Transfer Melalui Telecine (TC)
Cara ini diproduksi dengan transfer langsung 
telecine (TC) tanpa adanya proses pengolahan gambar / 
rendering / encoding. 
6. Merekam Gambar Setengah Matang
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Film yang direkam menggunakan cara ini 
menghasilkan kualitas gambar yang disebut workprint 
(WP). Gambar dari film ini biasanya diambil dari versi 
film yang belum rampung atau setengah matang dan 
masih dalam proses pembuatan. Biasanya tipe dari film 
ini kehilangan efek-efek atau sentuhan khusus pada 
filmnya, biasanya tanpa teks, masih ada time index 
marker, terkadang ada watermark, dan lain sebagainya. 
Biasanya versi ini keluar jika film tersebut adalah film 
yang dinanti-nanti atau film yang menjadi bakal calon 
box office.
7. Kaset Video Home System (VHS)
Cara ini diambil dari pre-release sebuah film yang 
biasanya direkam dalam format kaset VHS dan 
didistribusikan oleh pembuat film ke toko-toko rental, 
media, serta televisi untuk tujuan promosi. Ciri 
utamanya adalah ditengah-tengah film biasanya ada 
teks berjalan (ticker) yang berisi kata-kata bersifat 
promosi atau informasi tentang film tersebut. Kualitas 
gambar dengan cara ini disebut screener (SCR) 
: DVDscr, DVDscreener, BDscr.
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8. Menyalin Kaset VHS
Cara ini menghasilkan kualitas gambar yang disebut 
dengan VHSRip yang diambil dengan cara menyalin
kaset VHS yang sudah dirilis secara resmi.
9. Menyalin Kaset DVD
Cara ini digunakan dengan cara menyalin kaset 
DVD yang telah dirilis secara resmi. Kualitas ini 
menyamai DVD aslinya dan biasanya informasi 
wilayah dan proteksi salinan sudah dilumpuhkan oleh si 
ripper atau pembajak, sehingga film dengan kualitas 
DVDRip ini mudah untuk di distribusikan. Tipe ini 
biasanya didistribusikan dalam bentuk SVCD & DVD, 
biasanya dijual oleh tukang bajak kaki lima atau 
DivX/XviD pada situs download film. Untuk 
mendapatkan tipe ini, harus bersabar menunggu paling 
tidak 3 bulan dari rilis resmi film yang diinginkan.
10. Merekam Melalui Coaxial
Cara ini menggunakan alat perekam VHS, betacam, 
Digital Video Recording (DVR) yang direkam dari 
televisi. Sumber rekamannya berasal dari 
coaxial/composite/s-video port atau kita lebih sering 
melihatnya sebagai kabel merah, kuning, putih yang 
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berada di belakang TV/VCD/DVD Player. S-video
memiliki bentuk kabel tunggal berwarna hitam, dimana 
port-nya memiliki banyak pin. Jenis film ini sangat 
variatif. Mulai dari film pada umumnya, dokumenter, tv 
show, konser musik, video clip, dan lain sebagainya.
Umumnya film dengan kualitas gambar TVRip : 
TVRip (analog), (HD)TVrip, DSrip, STV, DVBRip, 
PDTV, HR.HDTV ini merupakan siaran televisi 
episode yang biasanya direkam secara digital dari 
jaringan siaran televisi kabel / televisi digital / televisi 
satelit. Ciri-ciri pada film ini adalah adanya flicker. 
Kualitas gambar TVrip biasanya diencoding menjadi 
resolusi fullscreen 512×384.
11. TV Peripheral Component Interconnect (PCI)
Film yang diambil dari film kualitas TVrip yg 
direkam menggunakan TV PCI card digital. 
Pengambilan gambar dilakukan menggunakan sebuah 
komputer. Film ini menghasilkan kualitas gambar Pure 
Digital TV (PDTV) yang setelah itu diencoding 
menjadi resolusi fullscreen 512×384 dan 640×352 
untuk widescreen.
12. Blu-ray 
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Mirip dengan film dengan kualitas DVDrip, hanya 
saja sumber pengambilan gambar berasal dari kaset blu-
ray yang telah dirilis resmi. Film ini menghasilkan 
kualitas gambar Blu-Ray Rip : BDRip, BRRip, 
BDRip.XviD, 1080p.Blu-Ray.x264/720p, Blu-
Ray.x264, BDR, Blu-Ray, BD5/BD9.23
Pada tahap produksi, setelah mendapatkan semua materi yang 
diinginkan, film tersebut kemudian diperbanyak ke dalam bentuk 
cakram optik. Biasanya untuk memproduksi cakram optik sendiri harus 
menggunakan mesin yang dapat menghasilkan ribuan keping cakram 
optik dalam sehari. Para pembajak memperoleh mesin tersebut secara
ilegal, karena mesin tersebut tidak memiliki lisensi dari kementerian 
perindustrian. Mesin dioperasikan di sebuah rumah atau di dalam 
ruangan yang relatif kecil. 
Selanjutnya adalah tahap edar, dimana tahap ini merupakan proses 
akhir menuju tangan konsumen. Setelah diperbanyak, film-film tersebut 
kemudian dikemas ke dalam kardus dan dibawa ke tempat penjualan 
atau distributor. Adapun alur dalam proses penjualan produk film 
bajakan digambarkan sebagai berikut :
Skema 2
Alur Pembajakan Film
                                                            
23 Glossary of technology terms & acronyms, http://www.afterdawn.com/glossary/, diakses pada 
tanggal 19 April 2014.
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Sumber: Data diolah sendiri.
Bagan diatas menunjukkan sebuah jaringan dalam tindakan 
pembajakan film di Indonesia. Produsen yang dimaksud adalah 
perusahaan pabrik film bajakan yang tidak memiliki izin oleh 
pemerintah, baik izin membuat perusahaan maupun izin terhadap 
peralatan yang digunakan. Setelah siap edar barang kemudian dikirim 
menuju distributor pertama, dimana yang menjadi tangan pertama inilah 
yang akan memasok film bajakan ke berbagai tempat atau daerah. 
Barang tersebut dikirim sesuai permintaan yang kemudian akan dijual 
kembali kepada konsumen.
B. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berperan aktif 
mengikuti dari lahirnya konvensi internasional Berne, Swiss pada tahun 
1886 mengenai copyright yang kemudian direvisi di Paris pada tahun 1971 
yang fokus pada literature dan pekerjaan artistik. Amerika Serikat resmi 
menandatangani konvensi Berne yang kemudian dituangkan pada 
perjanjian perdagangan global General Agreement on Trade Tariff 
(GATT) pada Desember 1995 dan menjadi cikal bakal munculnya Trade 
Konsumen
Produsen
(Pabrik film 
bajakan)
Distributor 1
(Pusat pasar 
film 
bajakan)
Distributor 2
(Penjual di 
berbagai 
tempat)
37
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan World Trade 
Organization (WTO).24
TRIPs merupakan sebuah perjanjian internasional yang sekaligus 
menjadi landasan utama yang mengikat negara-negara anggota WTO 
untuk melindungi HaKI secara internasional. Adanya TRIPs merupakan 
salah satu bentuk upaya untuk melindungi HaKI. Alasan yang mendasari 
upaya tersebut, salah satunya adalah maraknya pembajakan dan pemalsuan
barang-barang yang dilindungi oleh HaKI. TRIPs dimaksudkan untuk 
memaksimalkan kontribusi sistem HaKI yang dibentuk, diikat, dan 
dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih luas, misalnya untuk:
a. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan 
investasi, khususnya yang berhubungan dengan alih teknologi dan 
prduk-produk kreatif dan inovatif;
b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi, melalui alih 
teknologi secara efektif dan peningkatan kemampuan teknologi 
masyarakat asli;
c. Mendorong perkembangan usaha-usaha yang memiliki pembeda 
dan mempunyai daya saing internasional;
d. Menyokong komersialisasi secara efektif terhadap penemuan-
penemuan dan inovasi-inovasi milik masyarakat asli;
e. Mendorong perkembangan sosial dan budaya, serta
                                                            
24 Rudi Rusdiah, Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 
54.
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f. Memberi nilai tambah terhadap ekspor tradisional, dan melindungi 
reputasi ekspor di pasar internasional. 25
Berdasarkan hasil dari putaran Uruguay, setiap anggota WTO yang 
telah menandatangani perjanjian TRIPs, wajib menyesuaikan perundang-
undangan domestiknya di bidang HaKI dengan standar minimum yang 
telah diatur dalam TRIPs. Keuntungan dalam memanfaatkan multirateral 
oleh Amerika Serikat, karena WTO membuka pasar negara berkembang 
atau liberalisasi global, menegakkan hukum, standarisasi impor tarif, pajak 
dan mengembangkan jaringan, serta hukum perdagangan dunia.26 Namun 
seiring berjalannya pengimplementasian aturan tersebut, Amerika Serikat 
merasa perlu menggunakan diplomasi multitrack dengan tujuan lebih 
memperketat aturan kembali mengenai perlindungan HaKI dan melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak. Perjanjian multilateral TRIPs dirasakan 
masih terlalu lemah untuk menekan tingkat pembajakan terutama pada 
negara-negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, 
sehingga Amerika Serikat mengambil langkah unilateral ke negara mitra, 
termasuk Indonesia. 
Ketika negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan WTO 
telah menyesuaikan Undang-Undang HaKI domestiknya menggunakan 
standar yang telah ditetapkan oleh TRIPs, maka masalah sengketa HaKI 
dapat diproses dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan 
memanfaatkan multilateral Dispute Resolutions Body (DSB) oleh WTO, 
                                                            
25 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Sury Utomo, Hak Kekayaan Intelektual: 
Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 36.
26 Rudi Rusdiah, op.cit, hlm. 29.
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cara ini memakan waktu yang lama dan politis. Cara lainnya adalah 
memilih jalan pintas dengan memanfaatkan langkah unilateral investigasi 
langsung pembajakan dan penegakan hukum, serta proses pengadilan di 
negara mitra dengan kemampuan yang lebih dalam penguasaan pasar 
domestik mitra.27
Langkah unilateral oleh Amerika Serikat terlihat dengan adanya 
Sections 301, Special 301 dan Super 301 yang merupakan turunan dari 
Undang-Undang Trade Act 1974. Pada tahun 1988, Section 301 
diamandemen melalui Omnibus Trade and Competitive Acts dan 
melahirkan Super 301 yang berfokus kepada liberalisasi perdagangan dan 
trade barriers. Selain itu, amandemen dari Section 301 juga menghasilkan 
prosedur baru pada Section 301 yang lebih fokus pada isu HaKI dan harus 
melakukan penelitian serta laporan mengenai pelanggaran TRIPs negara 
mitra untuk melindungi produk HaKI Amerika Serikat yang dinamakan 
Special 301 Report. Laporan tersebut dibuat setiap tahunnya dengan tujuan 
mengkategorikan negara-negara yang dianggap melanggar akibat tingkat 
pembajakannya. 
Special 301 adalah nota diplomatik unilateral Amerika Serikat 
yang berisi laporan pengaduan tahunan tentang penegakan HaKI. Badan 
dagang Amerika Serikat melalui laporan Special 301 mengkategorikan 
negara-negara yang terbukti melakukan pelanggaran ke dalam 3 hal, yaitu 
watch list, priority watch list, dan priority foreign country. Kategori watch 
                                                            
27 Ibid.
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list merupakan kategori negara yang tingkat pembajakannya masih minim, 
kategori priority foreign country merupakan kategori yang tingkat 
pembajakannya cukup berat, sedangkat priority foreign country
merupakan kategori negara yang tingkat pembajakannya sangat berat. 
Pengklasifikasian tersebut sesuai dengan US Special 301 Report, Undang -
Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974. 28
Pada tahun 2004 – 2010, Indonesia mendapatkan status yang 
fluktuatif dalam kategori yang berdasar kepada laporan mengenai 
pembajakan produk dan pelanggaran lainnya dalam isu HaKI. Berikut 
adalah penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia 
dalam laporan Special 301 :
a. Pada tahun 2004 Indonesia masuk ke dalam kategori priority 
watch list, sesuai dengan laporannya yang mengatakan 
mengenai pembajakan terhadap produk media optik seperti 
CD, VCD, DVD dan CD-ROM masih mendominasi pasar 
Indonesia. Setidaknya ada 27 pabrik di Indonesia yang 
menghasilkan produk tersebut dengan kapasitas produk 
sebesar $108,5 juta tiap tahunnya. Produk bajakan dari 
produksi dalam negeri pun terus meningkat hingga di tahun 
2004.29
                                                            
28 Widyasari, Indonesia Bakal Keluar dari Daftar PWL, http://www.jurnas.com, diakses pada 
tanggal 19 Desember 2013.
29United States Trade Representative, 2004, USTR Special 301 Report, hlm.17.
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b. Pada tahun 2005 Indonesia masih berada pada posisi yang 
sama dalam kategori priority wach list. Industri hak cipta 
Amerika Serikat mengalami peningkatan kerugian terhadap 
pembajakan produk optik di Indonesia dari tahun 2004 
menjadi $197.5 juta. Sejumlah perusahaan terus melaporkan 
adanya pelanggaran yang melibatkan berbagai macam 
produk.30
c. Pada tahun 2006 Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk 
lebih menegakkan hukum pada isu HaKI secara efektif  dalam 
pencegahan terhadap pembajakan dan pemalsuan.31
d. Pada tahun 2007 status Indonesia yang awalnya masuk ke 
dalam kategori priority watch list turun ke dalam kategori 
watch list. Pada tahun ini penegakan hukum terhadap 
pembajakan mengalami peningkatan berdasarkan laporan di 
tahun sebelumnya.32
e. Pada tahun 2008 Indonesia masih berada dalam kategori 
watch list. Indonesia mengambil beberapa langkah positif 
untuk memerangi pembajakan dan pemalsuan di tahun 
sebelumnya, termasuk  penanggulangan masalah pembajakan 
yang dilakukan beberapa pabrik cakram optik.33
                                                            
30 Ibid, 2005, hlm. 28.
31 Ibid, 2006, hlm. 28.
32 Ibid, 2007, hlm. 31.
33 Ibid, 2008, hlm. 41.
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f. Pada tahun 2009 status Indonesia kembali naik ke dalam 
kategori priority watch list. Pemerintah Indonesia dinilai 
bergerak mundur karena beberapa hal, termasuk dalam 
peraturan cakram optik kembali tidak dilaksanakan secara 
efektif. Salah satu kelemahan dari penegakan hukum HaKI di 
Indonesia adalah kasus yang ditangani oleh pihak pemerintah 
yang berjalan lambat.34
g. Pada tahun 2010 masih dalam status priority watch list. Hal 
tersebut dikarenakan tidak tegasnya penegakan hukum dalam 
mengatasi pembajakan serta pemalsuan. Amerika Serikat 
mendesak Indonesia untuk memberikan perlindungan yang 
kuat dan efektif terhadap produk HaKI serta pada penegakan 
hukumnya.35
Peran serta indonesia secara langsung di dalam kerjasama hukum 
HaKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah 
kemerdekaan, saat indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah 
perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Indonesia telah 
mengambil bagian di dalam putaran Uruguay (1986 - 1994), yang 
merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan 
multilateral. Termasuk menjadi peserta perundingan-perundingan 
perjanjian pendirian WTO yang salah satu komponennya adalah 
TRIPs. Indonesia menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar 
                                                            
34 Ibid, 2009, hlm. 23.
35 Ibid, 2010, hlm. 26.
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TRIPs dalam hal definisi, administrasi, dan penegakan HaKI yang diatur 
dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ada 7 cabang hukum yang dianggap 
sebagai bagian dari HaKI oleh perjanjian TRIPs, yaitu:
a. Hak Cipta (copyright)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak ekskluif 
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Paten (patent);
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2001 tentang Paten, Paten merupakan hak eksklusif 
yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil 
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya.
Berbeda dengan Hak Cipta yang melindungi sebuah karya, 
Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. 
Pada Hak Cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain 
yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya 
orang lain yang memiliki hak cipta. Adapun pada Paten, 
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seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara 
bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.
c. Merek (trademark);
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
atau jasa.
d. Rahasia Dagang (Trade Secret);
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah 
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi 
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna 
dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
rahasia dagang.
e. Desain Industri (Industrial Design);
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah 
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis 
atau warna, garis dan warna, atau gabungan dari keduanya yang 
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan 
kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
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atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 
produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of 
Integrated Circits);
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Sirkuit 
Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah 
jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang 
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 
terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan fungsi elektronik.
g. Indikasi Geografis
Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek, Indikasi Geografis dilindungi 
sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu 
barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk 
faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor 
tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang 
yang dihasilkan.36
C. International Intellectual Property Alliance (IIPA)
                                                            
36 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60-62.
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Pada diplomasi mutitrack, pemerintah Amerika Serikat dalam hal 
ini USTR yang menjadi track one dalam diplomasi multitrack bekerjasama 
dengan organisasi non pemerintah International Intellectual Property 
Alliance (IIPA) yang berperan sebagai track two dalam diplomasi tersebut. 
IIPA yang berdiri pada tahun 1984 memiliki tujuan meningkatkan proteksi 
atau perlindungan  Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), penegakan 
hukum HaKI Internasional secara bilateral, maupun multilateral, dan 
membuka akses atau sekat pasar, serta penetrasi pasar negara berkembang 
yang terkontaminasi oleh pembajakan produk HaKI dan terhalang oleh 
permasalahan regulasi, kebijakan lokal (barrier to entry) yang tidak 
kondusif bagi produk Amerika Serikat. IIPA mempelopori pembuatan 
laporan Special 301 yang dianalisis setiap awal tahun, selain itu IIPA juga 
mengawasi peraturan, kebijakan dan kegiatan dari setiap negara asing 
yang tidak mematuhi arahan dari USTR untuk memberikan perlindungan 
HaKI bagi produk HaKI Amerika Serikat. 
IIPA mengeluarkan laporan sebagai peringatan untuk Indonesia 
agar lebih peka terhadap kasus pembajakan, termasuk pada pembajakan 
film. Laporan yang dibuat oleh IIPA bersama asosiasi lain seperti Motion 
Picture Association of America (MPAA), dimana MPAA ini merupakan 
distributor utama film Hollywood yang melakukan ekspor film ke
Indonesia menjadi salah satu alat penunjang bagi USTR untuk melakukan 
klasifikasi terhadap negara-negara yang dianggap melakukan pelanggaran, 
termasuk Indonesia. Pada tahun 2004 hingga tahun 2010 IIPA mencatat 
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laporan mengenai kasus pembajakan film yang diakibatkan karena 
banyaknya pabrik yang memproduksi cakram optik secara ilegal. Selain 
dari pada itu, laporan tersebut juga memberikan penegasan kepada pihak 
pemerintah Indonesia agar mampu menegakkan hukum HaKI dengan baik 
dan efektif.
Salah satu kasus pembajakan film yang dibahas IIPA dalam 
laporannya di tahun 2005, dimana beberapa pabrik ditutup paksa oleh 
pihak aparat kepolisian karena memproduksi produk CD dan DVD 
bajakan secara massal dengan menggunakan mesin pencetak ilegal. Pada 
laporannya, salah satu pabrik bernama PT. Karya Guna Sukses Pratama 
yang berlokasi di daerah Tangerang disegel oleh kepolisian, selain itu juga 
ada penyitaan 3.000 keping VCD dan CD bajakan, enam mesin duplikasi,
8 kilogram polikarbonat, serta mobil minivan37. Puncak laporan IIPA yang 
meminta penegasan kepada pihak pemerintah Indonesia terdapat dalam 
laporannya di tahun 2010. IIPA telah berkali-kali meminta dilaporan 
sebelumnya agar pembajakan Indonesia dapat segera diminimalisir. 
Namun, di tahun 2009 hingga 2010 status Indonesia dalam laporan USTR 
Special 301 naik menjadi kategori negara priority watch list. Maka dari itu 
IIPA menginginkan bentuk tindak lanjut serius oleh pemerintah sesuai 
yang tertera dalam laporannya di tahun 2010 pada poin enforcement 
issues, dimana salah satu poinnya mengatakan bahwa pemerintah 
                                                            
37International Intellectual Property Alliance, 2005, International Intellectual Property Alliance 
Special 301 Report.
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Indonesia harus lebih tegas mengenai penegakan hukum terhadap masalah 
merekam film secara diam-diam di dalam bioskop serta menindaki pemilik 
dan pedagang yang mengecerkan produk bajakan di pusat perbelanjaan.
IIPA memberikan kontribusi laporan kepada USTR untuk 
mendukung penegakan hukum dalam permasalahan HaKI di berbagai 
negara. IIPA melakukan kerjasama dengan pihak MPAA dan lembaga 
lainnya berkaitan dengan permasalahan pembajakan. Laporan tersebut 
kemudian diserahkan kepada USTR sebelum mengeluarkan laporan 
Special 301. Berdasarkan laporan itulah, terdapat pengklasifikasian 
negara-negara yang memiliki tingkat pembajakan produk HaKI Amerika 
Serikat yang harus diawasi. Terdapat pula  pernyataan mengenai desakan-
desakan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut 
serta beberapa poin-poin penyampaian mengenai hal-hal apa saja yang 
perlu dicermati oleh Indonesia maupun negara lain yang masuk ke dalam 
kategori negara pembajak. Hal tersebut dibuat agar negara-negara yang 
dimaksud mampu menegakkan hukum dan mengurangi tindakan 
pembajakan di negaranya masing-masing. 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu :
1. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi 
pembajakan film adalah :
a. Diplomasi Multitrack
Diplomasi multitrack dilakukan mengingat semakin maraknya 
terjadi pembajakan terhadap produk HaKI Amerika Serikat, termasuk 
pada produk film. Sehingga membuat Amerika Serikat mengambil 
langkah melalui salah satu dari metode diplomasi ini dengan harapan 
negara-negara yang dikategorikan sebagai negara pembajak mampu 
membuat langkah penegakan hukum yang efektif terhadap kasus 
pembajakan. Pada awalnya dengan melakukan diplomasi multitrack
yang melibatkan pihak pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, 
serta pihak lembaga non pemerintah IIPA. Kemudian dari diplomasi 
tersebut memanfaatkan laporan Special 301 yang berisi desakan dari 
pemerintah Amerika Serikat agar pihak Indonesia segera mengurangi 
tingkat pembajakannya terhadap produk HaKI, termasuk produk film. 
Setelah laporan-laporan tersebut dirilis, kemudian mendapat 
tanggapan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan sosialisasi ke 
berbagai pusat perbelanjaan mengenai produk bajakan, melakukan 
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inspeksi ke berbagai pabrik ilegal, dan membuat RUU HaKI yang baru 
mengenai sanksi terhadap konsumen yang membeli produk bajakan. 
Selain itu Amerika Serikat juga memberikan pelatihan bagi aparat 
penegak hukum untuk menegakkan hukum HaKI secara efektif.
b. Tekanan Amerika Serikat
Selain karena adanya kepentingan ekonomi, pengaruh dari industri 
film sangat besar bagi Amerika Serikat. Sebab dibalik dari aspek 
industrial, terdapat pula aspek ideologis yang diberikan melalui film-
filmnya. Oleh sebab itu melihat kedudukan industri film yang 
memberikan pengaruh cukup besar, Amerika Serikat merasa perlu 
melakukan tekanan yang lebih kepada negara yang terbukti melakukan 
pembajakan produk HaKI, termasuk pada film Hollywood. Tekanan 
yang dimaksudkan adalah permintaan pernyataan sikap yang jelas bagi 
Indonesia dalam laporan Special 301 yang tiap tahunnya dirilis oleh 
United State Trade Representative (USTR). Lalu apabila Indonesia 
tidak mampu menegakkan hukum yang efektif untuk mengatasi 
pembajakan, maka Indonesia akan dikenakan sanksi terhadap 
pembatasan ekspor.
2. Pada pelaksanaan strategi Amerika Serikat dalam mengatasi pembajakan 
film terdapat faktor pendorong serta faktor penghambat sebagai berikut : 
2.1. Faktor Pendorong
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a. Kerugian Amerika Serikat
Menurunnya potensi keuntungan yang akibat pembajakan
film menjadi salah satu bagian dari faktor pendorong untuk 
melancarkan strateginya. Hal ini pun sekaligus menjadi alasan 
untuk ekspansi pasar produk HaKI di negara berkembang, 
termasuk di Indonesia. Sebab dari kerugian tersebut maka 
dibuatlah laporan special 301 dari USTR yang membuat 
Indonesia harus memperketat aturan, sehingga masyarakat akan 
memilih produk asli dari Amerika Serikat. 
b. Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual 
Faktor pendorong lainnya adalah adanya Undang-Undang 
Hak atas Kekayaan Intelektual (UU HaKI) yang merupakan 
bagian dari perjanjian internasional TRIPs. Undang-Undang ini 
menjadi bahan pertimbangan hukum oleh pemerintah Indonesia 
dalam mengatasi kasus-kasus pembajakan film.
2.2. Faktor Penghambat
Pelaksanaan strategi Amerika Serikat terbentur oleh peran 
pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pembajakan. Berikut 
adalah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi :
a. Jaringan
Jaringan adalah kunci utama para pelaku dalam 
memproduksi dan memasarkan barang bajakannya. Ada 3 
kelompok yang terdapat dalam sebuah jaringan, kelompok 
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pertama mengurus produksi, kelompok kedua mengurus 
pendistribusian, dan kelompok ketiga mengurus pemasaran. 
b. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah
Faktor lainnya adalah penanganan kasus pembajakan yang 
masih lemah disebabkan oleh lemahnya pula koordinasi antar 
lembaga pemerintah. Hal tersebut seakan menjadi sebuah 
pembiaran oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus pembajakan. 
c. Dilema Penegakan Hukum
Faktor selanjutnya adalah dilema penegakan hukum
terhadap hukum HaKI yang akhirnya menjadi tidak efektif. Satu 
sisi pemerintah sudah sangat sering mendapat desakan akibat 
laporan Special 301 untuk segera menindak lanjuti permasalahan 
pembajakan, namun sisi lain pemerintah juga merasa kesulitan 
untuk memberantas pedagang eceran produk bajakan, dimana hal 
itu merupakan pekerjaan utama dari pelaku pembajak film 
tersebut.
B. Saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Hendaknya pemerintah Indonesia lebih mengefektifkan lagi mengenai 
aturan untuk mendirikan pabrik, mengakses mesin pencetak sesuai dengan 
Undang-Undang HaKI yang berlaku. Selain itu sebaiknya pihak Amerika 
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Serikat dan Indonesia meningkatkan kualitas kerjasama di bidang HaKI, 
mengingat bahwa beberapa kerjasama yang telah terjalin sebelumnya tidak 
berjalan dengan baik dalam upaya mengurangi tingkat pembajakan..
2. Hendaknya pemerintah Indonesia memiliki sikap yang tegas dalam 
melaksanakan penegakan hukum. Permasalahan pembajakan film bukan 
sesuatu yang mudah untuk diatasi dan juga bukan permasalahan yang 
diatasi oleh satu pihak saja. Maka dari itu agar diupayakan koordinasi 
yang baik antar lembaga pemerintah.
3. Penulis menyarankan baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah 
Amerika Serikat agar lebih mampu memberikan metode-metode baru 
dalam penanganan kasus pembajakan. Misalnya adalah dengan pemberian 
sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan memberikan informasi 
bahwa apabila membeli produk bajakan maka hal tersebut mampu 
menghambat laju perekonomian Indonesia. Bukan karena melakukan 
sosialiasi akibat desakan, tetapi jadikan sebagai pembelajaran mengenai 
aturan HaKI yang berlaku. 
